
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 21 TAHUN 2025 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
KEPULAUAN RIAU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI 

PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN 
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI 
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2025 
tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, 

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai 
Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kepulauan Riau atas nama A. Irwan Zuhdi Siregar, 
S.H. memasuki masa pensiun terhitung mulai 

tanggal 1 Mei 2025; 
b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 
329/SDM.09-SPt/04/2025 tanggal 30 April 2025 

tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Nur 
Wakit Aliyusron, M.A.P telah ditunjuk sebagai 

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai 

tanggal 1 Mei 2025; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim 

Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas 
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat 
(SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Kepulauan Riau; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846);  

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863); 
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020

tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 826);

https://jdih.kpu.go.id/kepri/



- 3 - 
 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 916 
Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan 
Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan 
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim 
Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas 
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat 
(SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kepulauan Riau 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM KOORDINASI 

PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM 
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 

NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE 
RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 
KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Koordinasi Pengelolaan 

Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan 
Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. 
KEDUA : Perubahan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU adalah perubahan Tim 
Koordinasi pada angka 3 (tiga) sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 
 Ditetapkan di Tanjungpinang  

pada tanggal 14 Mei 2025 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
ttd. 

 
INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 21 TAHUN 2025 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
KEPULAUAN RIAU NOMOR 14 TAHUN 

2025 TENTANG TIM KOORDINASI 
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN 

PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN 
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI 

PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N 
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
KEPULAUAN RIAU 

 
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM 
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN 

ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

No. 
Nama 

JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. 
Indrawan Susilo 

Prabowoadi, S.H., 

M.H 

Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kepulauan Riau 
Pengarah 

2. 
Muhammad Sjahri 
Papene, S.H., M.H 

Anggota Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Kepulauan Riau 

Divisi Hukum dan Pengawasan 

Pengarah 

3. 
Drs. Nur Wakit 
Aliyusron, M.AP 

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Kepulauan Riau 

Anggota Tim 
selaku Pejabat 
Penghubung  

4. 

Zicko Mauristha 

Soulanick, S.Sos., 
M.M 

Kepala Bagian yang membidangi 
Hukum  

Admin UPP 

5. 
M. Abd Rosyid 

Bariklana, S.H 
Staff yang membidangi Hukum Admin UPP 

 
  

  

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 
 

ttd. 

 
INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI 
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